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ABSTRAK 

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan hukum 

untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, aparat penegak 

hukum di tuntut mampu memberikan perlidungan terhadap korban tindak pidana 

pembuangan yang dilakukan oleh orang tua kandung. Rumusan permasalahan 

yang akan dibahas : a) Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan terhadap 

anak korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung oleh Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi ? b) Apa Saja kendala-kendala 

yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak 

pidana pembuangan dilakukan orang tua kandung serta upaya yang diberikan oleh 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi? Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Data terdiri dari Data primer dan 

sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tanya jawab 

langsung dengan narasumber dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh peneliti 

dari penelitian kemudian akan diolah dengan Teknik pengolahan data dilakukan 

dengan cara pemeriksaan data dan editing data,yang diolah dianalisis secara 

deskriptif kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dan saran guna 

menjawab permasalahan dalam penelitian. Bentuk perlindungan yang diberikan 

terhadap korban seperti upaya rehabilitasi medis dan upaya rehabilitasi sosial. 

Kendala saat memberikan perlindungan yaitu belum adanya lembaga 

perlindungan saksi dan korban, personil yang kurang, tempat pemeriksaan yang 

masih minim. Maka dari itu dalam perlindungan hukum bukan kewajiban aparatur 

hukum juga pemerintah dan Negara sangat perlu dibutuhkan dalam menangani 

supaya terlaksana kepentingan perlindungan terhadap korban. Dari penelitian 

yang telah penulis lakukan menunjukkan perlindungan yang diberikan tidak sesuai 

dengan Pasal 90 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Anak ialah generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan 

hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa pada umumnya, sebab fisik 

dan mental anak yang masih labil dan masih jauh dari kata matang. Tumbuh 

kembang anak merupakan tujuan pembangunan yang sangat penting dan 

ditegaskan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

Dapat kita lihat zaman saat ini banyak terjadi tindak kekerasan 

terhadap anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan dari berbagai kalangan 

seperti banyak stasiun televisi dan media sosial yang menayangkan dan 

menginformasikan kasus criminal, seperti : anak yang dibuang oleh orang tua 

kandungannya sendiri, pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarganya atau 

orang terdekat dari korban, dan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 

orang tuanya sendiri serta perdagangan anak sebagai pekerja seks komersial 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencari uang. 

Anak sangatlah rawan mengalami kekerasan, bentuk kekerasan yang 

sering dialami anak, bukan saja berasal dari kondisi atau keadaan keluarga dan 

lingkungan tempat tinggalnya, tetapi bisa juga berasal dari perlakuan anggota 



2  
 

 

 

 

 

keluarganya sendiri. Bentuk kekeraan yang dialami anak dapat berupa 

tindakan-tindakan kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran 

anak.
1
 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan 

belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada ayat 2 

menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optiomal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendpat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

Beberapa pasal yang menerangkan tentang hak-hak anak korban tindak 

pidana yang terdapat dalam Bab VII Anak Korban dan Anak saksi pasal 89 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak “ anak korban atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak 

yang diatur dalam ketentuan perudang-undangan, baik yang ada dalam 

undang-undang tentang hak Hak Asasi Manusia maupun yang terdapat dalam 

undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban.” Selanjutnya pada 

Pasal 90 ayat 1 dan ayat 2 „ selain hak yang telah diatur dalam ketentuan 

peraturan perundnag-undangan yang dimaksud dalam pasal 89, anak korban 

dan anak saksi berhak atas : 

 

 
 

1
 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung : PT. 

Refika Aditama, 2018,  Hlm. 93 
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1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik didalam lembaga 

maupun diluar lembaga 

2. Jaminan keselamatan fisik, mental maupun sosial 

 

3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi dalam mengenai perkembangan 

perkara 

Dalam memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak 

Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung yang diberikan oleh Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi berdasarkan Bab VII 

Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Anak, hanya ada 1 (satu) yang diberikan dan dilakukan oleh Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi yaitu Upaya Rehabilitasi 

Medis seperti Memberikan Susu Tambahan, memberikan vitamin gizi, 

melakukan imunisasi bagi anak tersebut serta upaya rehabilitasi sosial didalam 

maupun diluar lembaga seperti mendapatkan perlindungan atas nama baiknya, 

kerahasiaan hukum yg menimpanya dan serta memberikan fasilitas lain, 

Sedangkan 2 (dua) lagi yaitu jaminan keselamatan fisik, mental maupun sosial 

dan kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan 

perkara belum diberikan dan dilaksanakan. 

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

atas Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban 

ruang lingkup hak-hak korban antara lain : 
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1. Memperoleh perlindungan atas keamanann pribadi, keluarga, dan harta 

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 

yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan 

dukungan keamanan 

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan 

 

4. Mendapat penerjemah 

 

5. Bebas dari pernyataan yang menjerat 

 

6. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan 

 

7. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan 

 

8. Mendapat identitas baru 

 

9. Mendapatkan tempat kediaman baru 

 

10. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan 

 

11. Mendapat nasihat hukum, dan/atau 

 

12. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas aktu 

perlindungan berakhir. 

Dalam rangka meningkatkan peran Polri dibidang Kamtibmas, 

khususnya tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, Polri telah 

menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak (UPPA) Pasal 1 ayat 1 PERKAP Nomor 10 Tahun 2007 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di 

Lingkungan Kepolisian Negara Republik Inodnesia yaitu memberikan 
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pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang 

menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Fungsi 

yang dimiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UUPA) diatur dalam 

Pasal 4 PERKAP Nomor 10 Tahun 2007 Unit PPA menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum 

 

2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

 

3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.
2
 

 
Pasal 6 ayat 4 PERKAP Nomor 10 Tahun 2007 disebutkan bahwa 

tugas pokok Unit PPA adalah melakukan penyidikan tindak pidana terhadap 

perempuan dan anak yang meliputi : 

1. Perdagangan Orang (Human Trafficking) 

 

2. Penyelundupan Manusia (People Smuggling) 

 

3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga) 

 

4. Susila (Perkosaan, pelecehan, dan cabul) 

 

5. Perjudian dan Prostitusi (vice) 

 

6. Adopsi Ilegal 

 

7. Pornografi dan Pornoaksi 

 

8. Money Laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas 

 

9. Masalah Perlindungan Anak (Sebagai Korban/Tersangka) 

 

10. Perlindungan Korban, Saksi, Keluarga, dan Teman 

 

11. Kasus-Kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak 
 

 
 

2
 Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan salah satu 

institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran 

sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan 

tindak pidana pembuangan terhadap anak. Untuk mendukung tugas Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak dalam mengurangi tindak pidana 

pembuangan oleh orang tua kandung, maka pemerintah telah mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sehingga Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dituntut mampu 

membantu memberikan perlindungan dan penyelesaian terhadap korban 

tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung. 

Anak-Anak seharusnya mempunyai kesempatan yang leluasa untuk 

bermain dan berekspresi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, 

bermasyarakat dan penguasa yang berwenang harus meningkatkan 

pelaksanaan hak.
3
 Perlakuan dan perlindungan hukum pada anak sudah 

selayaknya mendapatkan perhatian secara khusus dan serius karena anak-anak 

mempunyai masa depan yang cerah juga merupakan penerus bangsa dan 

Negara. Selayaknya anak-anak di Indonesia mendapatkan perlindungan dari 

bahaya maupun ancaman dari luar seperti anak yang dibuang oleh orang 

tuanya sendiri. Seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak anak yang 

menjadi korban dari pelaku tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan 

 

 
 

 

 
hlm 23 

3
 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Perlindungan Hukum, Jakarta, Bumi   Aksara, 1990, 
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kita oleh karena itu perlu ada perhatian khusus dari pihak terkait sehingga 

adanya kepastian hukum bagi anak dan keluarganya.
4
 

Dalam tiga tahun belakang terjadi tindak pidana pembuangan yang 

dilakukan oleh orang tua kandung yang mana anak sebagai korbannya, Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dari Tahun 2019 sampai 

Tahun 2022 telah menangani sebanyak 3 Kasus anak yang menjadi korban 

tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung dan peneliti mengambil 

salah satu sampel perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua 

Kandung Dalam penulisan skripsi ini kasus yang akan di teliti oleh penulis 

adalah perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pembuangan oleh 

orang tua kandung sebenarnya kasus ini telah terjadi di kota bukittinggi, yakni 

kronologis kasus tersebut terjadi pada tanggal 14 juni 2020 bertempat di 

kawasan Tugu Tigo Baleh Kota Bukittinggi, pelakunya adalah ayah dari sang 

bayi yang berinisial A yang masih berumur 17 Tahun yang masih dibawah 

umur dan ibu dari bayi tersebut yang berinisial L yang sudah berumur 21 

Tahun, berhasil diamankan jajaran opsnal Polsek Kota Bukittinggi pada sabtu, 

13 Juni 2020. 

Dari Hasil Pemeriksaan penyidik unit PPA (Pelayanan Perempuan dan 

Anak) Sat Reskrim Polres Kota Bukittinggi, Ayah sang bayi sengaja 

membuang sang anak dengan cara berpura-pura telah menemukan bayinya 

 
 

4
 Justicia, Airlangga, Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak, UBELAJ : 

Universitas Airlangga, 2018, Vol 2, hlm 39 
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sendiri. Kemudian, menyerahkan kepada warga di kawasan Tugu Tigo Baleh 

Kota Bukittinggi. 

Penangkapan berawal dari hasil penyelidikan Opsnal Polsek Kota 

Bukittinggi yang bermodalkan barcode baju yang dibeli sang ayah di salah 

satu toko baju anak-anak di Kota Bukittinggi, yang mana baju tersebut 

diletakkan sang ayah di dalam kardus tempat bayi tersebut diserahkan kepada 

masyarakat. Dari barcode itulah, petugas menggali informasi ke toko tempat 

baju itu di beli oleh sang ayah tersebut. 

Kepolisian Sektor Kota Bukittinggi berhasil mengungkap kasus yang 

sangat menjadi perhatian publik hampir seminggu yang lalu itu. Pelaku di 

ringkus polisi dikawasan Jalan Ahmad Yani, Kampung Cina, Bukittinggi saat 

pelaku tengah mengendarai kendaraan sepeda motor. Setelah pelaku diringkus 

oleh Kepolisian Bukittinggi, kemudian polisi kembangkan dan kemudian 

ibunya pun juga segera diamankan dari tempat kosnya dikawasan Aur 

Kuning. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul 

“PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA 

PEMBUANGAN OLEH ORANG TUA KANDUNG ( Studi Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi ).” 
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B. Rumusan Masalah 

 
Dalam Penelitian perlu adanya suatu perumusan agar penelitian 

tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terarah tepat, sehingga dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban 

tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung oleh Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi ? 

2. Apa Saja kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan 

terhadap anak korban tindak pidana pembuangan dilakukan orang tua 

kandung serta upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak Polres Bukittinggi ? 

C. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah 

yang telah penulis uraikan sebelumnnya, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk Mengkaji bentuk Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak 

Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung pada Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi. 

2. Untuk Mendeskripsikan kendala yang dialami unit Pelayanan Perempuan 

dan Anak Polres Bukittinggi dalam menangani tindak pidana terhadap 

anak korban pembuangan oleh orang tua kandung. 
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D. Manfaat Penelitian 

 
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus analisa penelitian ini 

dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teroritis 

 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan perkembangan 

bagi ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan pembaharuan 

sistem hukum di Indonesia. 

b. Diharapkan dengan penulisan ini juga dapat memberikan sumber 

informasi dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum 

pidana di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi Aparat Penegak Hukum 

 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga Negara yang terkait, 

khususnya lembaga-lembaga hukum serta lembaga perlidnungan 

perempuan dan anak yang ada diIndonesia dalam upaya meningkatkan 

perlindungan anak di Indonesia secara menyeluruh. 

b. Bagi masyarakat Indonesia 

 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan 

tambahan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya 

dalam penegakan hukum terhadap upaya yang dapat dilakukan dalam 
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mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua terhadap 

anaknya sendiri.. 

c. Bagi penulis sendiri 

 
Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan juga merupakan 

latihan dalam meneliti, menambah cakrawala berfikir dan dapat untuk 

menyusun karya ilmiah skripsi dalam penyelesaian studi Sarjana 

Hukum. 

E. Metode Penelitian 

 
Metode Penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan dengan tujuan, kegunaan tertentu, upaya pencarian yang pada 

dasarnya pengetahuan, juga suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun 

cara mengembangkan ilmu pengetahuan serta wawasan dengan menggunakan 

metode ilmiah.
5
 Metode penelitian merupakan suatu perencanaan penelitian 

pada hakekatnya merupakan petunjuk-petunjuk yang tersusun secara logis dan 

sistematis.
6
 Adapun metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Sifat dan Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bersifat 

pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap dengan 

 
 

5
 Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta : Kencana, 

2016, hlm 3 
6
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press, 2015, hlm 20 
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keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, tindakan yang dilakukan, 

serta jaminan apa yang didapatkan terkait Perlindungan Terhadap Anak 

Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung Studi Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi. 

2. Jenis Penelitian 

 
Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. 

Penulisan hukum empiris adalah suatu penelitian ilmiah baik kualitatif 

maupun kuantitatif dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi 

hukum tertentu yg memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan 

yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti 

data lapangan, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan.
7
 terkait 

Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh 

Orang Tua Kandung Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres 

Bukittinggi. 

3. Sumber Data dan Bahan Hukum 

 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder yaitu : 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian yakni Unit perlindungan perempuan dan anak polres 

bukittinggi dengan melakukan wawancara dengan memberikan 

beberapa pertanyaan kepada narasumber dari Unit Pelayanan 

7
 Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, Depok : PT. 

Grafindo Persada, 2018, hlm 129 
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Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi yang dapat memecahkan 

masalah yang diteliti. 

b. Data Sekunder, yaitu berupa bahan hukum pada dasarnya bahan-bahan 

hukum akan penulis kelompokkan menjadi 3 jenis yaitu diantaranya : 

1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari KUHP, 

KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Kapolri Nomor 10 

Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, 

karya ilmiah dan jurnal terkait Perlindungan Terhadap Anak 

Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung 

Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi . 

3) Bahan hukum Tersier dalam penelitian ini bersumber dari kamus 

hukum dan ensiklopedia hukum terkait Perlindungan Terhadap 

Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua 

Kandung Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres 

Bukittinggi. 
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4. Lokasi Penelitian 

 
Lokasi Penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. 

Dalam hal ini lokasi penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

Polres Bukittinggi. 

5. Populasi dan Sampel 

 

a. Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Dalam masalah ini penyidik di Unit Pelayanan Perempuan 

dan Anak Polres Bukittinggi terkait Perlindungan Terhadap Korban 

Tindak Pidana Pembuangan oleh Orang Tua Kandung di Wilayah 

Hukum Polres Bukittinggi selama 4 Tahun Terakhir ini yaitu dari 

Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 sudah menangani kasus Anak 

Korban Tindak Pidana Pembuangan oleh Orang Tua kandung 

sebanyak 3 kasus. 

b. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh 

peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam masalah ini penulis akan 

mengambil 1 sampel dan melakukan wawancara kepada salah satu 

penyidik yang menangani kasus terkait dengan Perlindungan Terhadap 

Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung 

yang dilakukan oleh ayahnya sendiri di kawasan Tugu Tigo Baleh 

pada tanggal 14 juni 2020 Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

Polres Bukittinggi. 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik 

dengan melakukan wawancara Tanya jawab kepada pihak UPPA Polres 

Kota Bukittinggi untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dengan 

cara membuat daftar pertanyaan wawancara. 

7. Teknik Pengolahan Data 

 
Teknik yang digunakan yaitu pemeriksaan data, penandaan data, 

klasifikasi dan penyusunan/sistematis data terkait Perlindungan Terhadap 

Anak Kobran Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung Studi 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi. 

8. Analisis Data 

 
Analisa data yang dilakukan dengan metode analisis kualitaif, 

yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur 

yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai 

dengan menggunakan peraturan perudangan, pandangan teori dan 

konsepsi, para ahli dan logika terkait Perlindungan Terhadap Anak Korban 

Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung. 

9. Metode Penarikan Kesimpulan 

 
Penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum ini menggunakan 

metode penyimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari 

permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang 

dihadapi terkait Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Perlindungan dan Perlindungan Hukum 

 

1. Pengertian Perlindungan 

 
Perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan 

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum. 

Menurut Agus Takariawan Perlindungan adalah segala upaya 

pemenuhan hak dan pemberian bantuan perlindungan untuk memberikan 

rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban 

kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat di 

wujudkan dalam bentuk pelayanan medis, dan bantuan hukum.
8
 

2. Pengertian Perlindungan Hukum 

 
Nashriana mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan 

sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk 

kemudian diajukan kepada perlindungan terhadap kepentingan- 

kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan 

yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.
9
 

 

 
 

8
 Agus Takariawan, Perlindungan Saksi dan Korban, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 

2016, hlm 34 
9
 Nashriana, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2001, Hlm 153 
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Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk 

berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini 

sudah tercantum dalam pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang Berbunyi : 

1. Setiap Orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi. 

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka 

politik dari Negara lain. 

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Inodneisa Tahun 1945 Bermakna bahwa setiap warna Negara berhak atas 

perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan 

maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. 

Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya 

ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi 

manusia. 

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan 

penyiksaan dan pelakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat 

manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu Negara 

membentuk lembaga di bidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal 
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yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan 

dimasyarakat. Setiap warga Negara juga berhak memperoleh suara politik 

dari Negara lain. 

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan 

tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan 

martabat yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang- 

wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum. 
10

 

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi 

kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan 

tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian 

hukum.
11

 

a. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 

 
Perlindungan hukum ialah suatu hal yang melindungi subyek- 

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang 

diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah subelum 

terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang- 

 

10
 Nainggolan, Lukman Hakim, Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Jurnal 

Equality, 2005, Vol 1, hlm 21 
11

 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung : PT 

Refika Aitama, 2014, Hlm 9 
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undangandengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memebrikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan 

seatu kewajiban. 

2) Perlindungan Hukum Represif, adalah suatu perlindungan hukum 

represif yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti 

denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal 

tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu 

pelanggaran. 

b. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum 

 
Unsur-Unsur Perlindungan Hukum terdiri dari empat yaitu sebagai 

berikut ini : 

1) Adanya pengayoman dan perlindungan dari pemerintah terhadap 

warganya 

2) Jaminan kepastian hukum 

 

3) Adanya peradilan administrasi yang berkaitan dengan hak-hak warga 

Negara 

4) Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. 

 
Perlindungan Hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia ialah 

implementasi atas prinsip pengakuan perlindungan terhadap harkat dan 

martabat manusia bersumber pada pancasila sebagai prinsip Negara 

hukum yang berdasarkan pancasila. Pada hakikatnya perlindungan hukum 

setiap hakitkatnya orang yang berhak mendapatkan perlindungan dari 

suatu hukum. 
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B. Tinjauan Tentang Anak 

 

1. Pengertian Anak 

 
Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai 

pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih 

kecil ataupun manusia yang belum dewasa.
12

 Menurut R.A. Kosnan 

“Anak-Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan 

perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan 

sekitarnya”.
13

 

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh- 

sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan 

lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi 

yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan 

mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap 

hak-haknya.
14

 

 

 

 

 

 
 

 

 
hlm 25 

12
 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Amirko, 1984, 

 
13

 R.A. Koesnan, Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung : Sumur, 

2005, hlm 113 
14

 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hlm 28 
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2. Hak-Hak Anak 

 
Kita ketahui bahwa manusia memiliki hak sejak iya dilahirkan 

keduania, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak 

sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak 

terkecuali juga dimili oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus 

yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan 

kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan 

dunia bahwa perlindungan terhadap anak mutlak diperlukan untuk 

menciptakan masa depan kemanusiaan yang jauh lebih baik lagi.
15

 

Secara Universal anak mempunyai Hak Asasi Manusia yang di 

lindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak 

juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas segala kegiatan yang 

mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan dimasa mendatang. 

Agar semua berjalan sesuai dengan hak universal anak dan diperlukan 

semua pihak. 
16

 

Hak-hak anak menurut Konvensi hak-hak anak dikelompokkan 

dalam 4 kategori, yaitu : 

a. Hak kelangsungan hidup. 

 

b. Hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan 

penelantaran. 

 

 

15
 M. Natsir Djamil, Anak Bukan Untuk DiHukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm 5 

16
 Syaifullah Yhophi Ardianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari 

Tindak Pidana Pelanggaran Orang tua dikota Pekannbaru, Jurnal Ilmu Hukum, Vol, No. 1, hlm 2 



23 
 

 

 

 

 

 

c. Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai 

standar hidup yang layak. 

d. Hak berpartisipasi. 

 

3. Kewajiban anak 

 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, 

ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antar 

lain : 

a. Menghormati orangtua, wali, dan guru 

 

b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman 

 

c. Mencintai tanah air dan Negara 

 

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya 

 

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 

 
Maka dengan itu anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia 

sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antar anak 

dengan anak, anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap 

yang beradab sesuai ajaran agama. Dengan demikian, diharapkan pula 

anak menjadi pribadi yang positif dan berguna bagi masyarakat, bangsa, 

dan Negara. Anak melakukan kewajibannya bukan hanya semata-mata 

sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban 

menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik.
17

 

 
17

 Setya Budi, Implementasi Ide diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia, Yogyakarta :Genta Publishing, hlm 26 
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C. Tinjauan Tentang Korban 

 

1. Pengertian Korban 

 
Menurut Bambang Wahyu dalam bukunya yang berjudul 

Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud 

dengan korban adalah orang telah mendapat penderitaan fisik atau 

penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atas 

perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud orang yang mendapat 

penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau 

tindak pidana.
18

 

Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, 

masyarakat, bangsa, dan Negara dapat menjabarkan sebagai berikut : 

a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat 

penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun non material. 

b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan 

kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian 

berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, 

maupun bencana alam. 

c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang 

didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, 

manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh 

 
18

 Bambang Wahyu, Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta : Sinar Grafik, 

2012, hlm 9 
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berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan 

alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan 

kebakaran hutan 

d. Korban masyarakat, bangsa, dan Negara adalah masyarakat yang 

diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil 

pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak 

budaya tidak lebih baik setiap tahun. 

2. Hah-hak Korban 

 

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 

advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya sementara maupun 

berdasarkan penetapan perintah perlindungan 

b. Pelanyanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis 

 

c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasian korban 

 

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap 

tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

e. Pelayanan bimbingan rohani 

 

3. Korban Menurut Peraturan 

 
Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang 

berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut : 

a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. “Korban adalah orang yang 
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mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. 

b. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. “korban adalah orang 

yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam ruang 

lingkup rumah tangga”. 

c. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. “Korban adalah orang 

perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik 

fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami 

pengabaian, pengurangan, atau permapasan hak-hak dasarnya, sebagai 

akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 

termasuk korban adalah juga ahli warisnya”. 

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pembuangan 

 

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 

 

a. Pengertian Tindak Pidana 

 

Istilah Tindak Pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal 

dalam hukum pidana belanda yaitu ” strafbaar feit “ atau perbuatan 

melawan hukum. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda 

dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada 

penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. 

Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi 

dari istilah itu, sayangnya kini masih belum ada keseragaman 
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pendapat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa Tindak 

Pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukum pidana.
19

 

b. Unsur Tindak Pidana 

 
Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat 

dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yakni : dari sudut 

teoritis dan dari sudut undang-undang. Maksud teoritis ialah 

berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercemin pada bunyi 

rumusannya menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal 

peraturan perundang-undangan yang ada. Dari pembahasan mengenai 

perumusan tindak pidana yang dikemukakan beberapa para ahli 

hukum, dapat diambil unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan 

batasan-batasan tindak pidana yang dikemukakan oleh teoritisi 

tersebut. Unsur-unsur Tindak Pidana terdiri dari : 

1) Unsur Perbuatan manusia 

 

2) Unsur melawan hukum 

 

3) Unsur kesalahan 

 

4) Unsur akibat konstitutif 

 

5) Unsur keadaan yang menyertai 

 

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntu pidana 

 

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 

 

8) Unsur syarat tambahan untuk didapatnya dipidana 
 

19
 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, 

Bandung, 2002, hlm 50 
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Dari 8 (delapan) unsur itu, diantaranya dua unsur yakni 

kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subjektif, 

sedangkan selebihnya adalah termasuk unsur objektif. 

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

 
Jenis-Jenis Tindak Pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar 

tertentu, yaitu : 

1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam 

buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. 

2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antar tindak pidana 

formil dan tindak pidana materil. 

3) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 

dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana 

terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. 

4) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 

sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja. 

5) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

umum dan tindak pidana khusus. 

6) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 

pidana aktif/posotif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan 

tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi. 

7) Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan 

dibedakan antar tindak pidana tunggal dan tindak pidana 

berangkai. 
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8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 

maka dibedakan antar tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan 

9) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 

pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 

hukum yang di lindungi 

10) Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antar tindak 

pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua 

orang) dantindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat 

dilakukan oleh orang yang berkualitas tertenti). 

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk 

berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana 

pembuangan bayi itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Bahkan 

perbuatan tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan 

tidaklah pantas sebab melanggar hak asasi manusia yang telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
20

 

2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembuangan 

 
Tindak Pidana Pembuangan Anak adalah suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang dengan sengaja meninggalkan anak yang baru 

lahir untuk ditemukan oleh orang lain dengan maksud agar anak tersebut 

lepas dari tanggungjawabnya. Tindak Pidaan pembuangan bayi diatur 

dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan Pada Bab XV tentang 

 
20

 Ayu, Herdian, Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Kabupaten Boyolali, Jurnal Law 

and Justice: Universitas Muhammadiyah Surakarta : 2018 Vol 2, Hlm 26 
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Meninggalkan Orang yang Membutuhkan Pertolongan, yaitu pada Pasal 

304 hingga pasal 308 KUHP, yang berbunyi : 

a. Pasal 304 : Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau 

membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi 

kehidupan perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum 

yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara 

selama-lamnya 2 tahun 8 bulan penjara atau denda sebanyak- 

banyaknya Rp. 4.500,- 

b. Pasal 305 : Barangsiapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh 

tahun disuatu tempat supaya dipungut orang lain, atau dengan maksud 

akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, 

dihukum penjara selam-lamanya 5 tahun 6 bulan. 

c. Pasal 306 : (1) kalau salah satu perbuatan yang diterangkan dalam 

pasal 304 dan 305 itu menyebabkan luka berat, maka si tersalah 

dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun 6 bulan. (2) kalau salah satu 

perbuatan ini menyebabkan orang mati, si tersalah dihukum penjara 

selama-lamanya 9 tahun. 

d. Pasal 307 : Kalau si tersalah karena kejahatan yang diterangkan dalam 

pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka baginya hukuman 

yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan 

sepertiganya. 

e. Pasal 308 : kalau ibu menaruh anaknya disuatu tempat suapaya 

dipungut orang lain tidak beberapa lama anak itu dilahirkan oleh 
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karena takut akan diketahui orang ia melahirkan anak atau dengan 

maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, 

maka hukuman maksimum yang tersebut dalam pasal 305 dan 306 

dikurangi seperduanya. 

Selain diatur di dalam KUHP, Pelaku tindak pidana terkait 

pembuangan bayi juga dapat dijerat dengan pasal yang ada pada Undang- 

Undnag Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Yakni sebagai 

Berikut: 

Pasal 76B yang Berbunyi : 

 
“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, 

menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan 

penelantaran.” 

Pasal 77B yang berbunyi : 

 
“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 76B, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan/atau denda paling banyak RP. 100.000.000 (Seratus Juta 

Rupiah).” 

Selain Pasal tersebut terdapat juga pasal yang dapat menjerat 

pelaku pembuangan bayi ancamannya diatur dalam Pasal 80 Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yaitu : 
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1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 

(enam) bulan dan atau dendapaling banyak RP 72.000.000 (Tujuh 

Puluh Dua Juta Rupiah); 

2) Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) luka berat 

maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan/atau denda paling banyak RP.100.000.000 (Seratus Juta 

Rupiah); 

3) Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mati, 

makapelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan/atau denda paling banyak RP.3.000.000.000 (Tiga 

Milyar Rupiah); 

4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentua sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan 

tersebut orang tuanya. 

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), peraturan kejahatan bayi juga dapat ditemukan pada Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. Dapat dilihat dalam pasal 9 ayat (1) “setiap orang dilarang 

menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, karena ia wajib 

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang 

tersebut”. Pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda paling 

banyak RP.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah). 
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Perbuatan pembuangan terhadap bayi yang baru saja dilahirkan 

jelas merupakan tindak pidana, karena perbuatan ini sangatlah tidak 

mencerminkan sisi humanisme dalam manusia itu sendiri. Perbuatan yang 

oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan 

perbuatan pidana maupun dapat disebut juga sebagai delik. Tindak pidana 

pembuangan bayi terbagi dalam 2 bentuk, yaitu: 

a. Bayi Baru Lahir Dibuang dalam Keadaan Hidup 

 
Ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam Pasal 305 KUHP 

(tentang menaruh anak di bawah umur tujuh tahun di suatu tempat 

agar dipungut orang lain dengan maksud terbebas dari pemeliharaan 

anak itu) adalah lima tahun enam bulan. Sedangkan ancaman pidana 

maksimum yang terdapat dalam Pasal 306 ayat (1) KUHP (tentang 

melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si 

anak luka berat) adalah tujuh tahun enam bulan dan Pasal 306 ayat (2) 

KUHP (melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga 

menyebabkan si anak mati) adalah sembilan tahun. 

b. Bayi Baru Lahir Dibuang dalam Keadaan Mati 

 
maka ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 181 KUHP yang 

berbunyi: “Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari 

atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan 

kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling 

lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- 



 

 

 



 

BAB III 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Bentuk Perlindungan yang di Berikan Terhadap Anak Korban Tindak 

Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung Oleh Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi 

Sebelum penulis membahas rumusan masalah dari hasil penelitian, 

terlebih dahulu peneliti akan membahas sedikit tentang Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi. Jadi sebelumnya Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak namanya dulu adalah Ruang khusus Pelayanan Khusus 

(RPK), Namun Pada tanggal 3 Oktober 2007 Ruang Pelayanan Khusus (RPK) 

di ubah menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dimana unit ini 

bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap 

perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum 

terhadap pelakunya. 

Tujuan dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah guna 

mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang atau dengan kata 

lain membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. Dalam hal ini lebih menekankan pendekatan secara halus dalam 

mengajukan pertanyaan kepada korban yang biasanya perempuan dan anak. 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terdiri dari unsur pimpinan berupa 

Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA), dan unsur 

Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan berupa Perwira Unit Pelindung (Panit 
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Lindung) serta Perwira Unit Penyidik (Panit Idik), yang semua anggotanya 

terdiri dari Polisi Wanita (Polwan). 

Sehingga perempuan yang telah menjadi korban kekerasan tidak 

merasa malu untuk memberikan keterangan tentang kekerasan yang dialami 

tersebut. Adapun hal yang akan disampaikan oleh korban bersifat sangat 

privasi. Selain itu, muslimah yang tidsk msu dilakukan pemeriksaan atau 

penggeledahan oleh Polisi laki-laki, sehingga pada ruang perlindungan 

perempuan dan anak terdiri dari para perempuan. Unit Pelayanan Perempuan 

dan Anak merupakan unsur pelayanan dan pelaksanaan staf yang 

berkedudukan di baweah Dir I/ Ham dan Trans Bareskrim Polri, Kasat Opsnal 

l Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskim Polda dan 

Kasat Reskim Polres. 

1. Dasar Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

 

a. Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

 

b. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik 

Indonesia. 

c. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

 

d. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban. 

e. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

f. Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
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g. Undang-Undnag Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 

 

h. Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA) 

i. Peraturan Kapolri Nomer 3 Tahun 2007 Tentang OTK UPPA 

 

j. Peraturan Kapolri Nomer 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan ruang 

pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/ atau korban 

tindak pidana. 

k. Peraturan Kapolri Nomer 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi prinsip 

dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian RI. 

l. Peraturan Kapolri Nomer 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen 

penyidikan. 

m. Peraturan Menteri PP dan PA No. 1 Tahun 2010 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak 

korban kekerasan. 

2. Visi dan Misi Unit PPA Polres Bukittinggi 

 
Berdasarkan sejarah dan peraturan pembentukan Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak, dibentuknya Unit ini mempunyai visi dan misi yang 

ingin dicapai yaitu : 

a. Visi : Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan 

anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan dengan profesional 

penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak 

sebagai pelaku kejahatan. 

b. Misi Unit PPA Polres Bukittinggi sebagai berikut : 
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1) Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang 

menjadi korban dan atau saksi tindak pidana kekerasan dan 

kejahatan trafiking dan pelecehan seksual dan empati. 

2) Memberikan pelayanan secara cepat dan professional kepada 

perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan, 

trafiking dan tindak pidana pelecehan seksual. 

3) Memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak 

 

4) Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak 

korban kejahatan. 

5) Memproses sampai kepengadilan para pelaku kejahatan dengan 

korban perempuan dan anak. 

6) Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku 

kejahatan. 

3. Fungsi dan Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres 

Bukittinggi 

a. Adapun fungsi dari dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

Polres Bukittinggi adalah : 

1) Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban 

kejahatan/ kekerasan dalam rangka penegakan hukum. 

2) Melakukan penyidkan perkara terhadap perempuan dan anak 

pelaku kejahatan/ kekerasan 

b. Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi ialah 

sebagai berikut : 
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Kasat Reskrim Bukittinggi 

AKP Ardiansyah Rolindo Saputra, S.I.K, M.H 

Wakapolres Bukittinggi 

KOMPOL Suyatno, S, S.I.K, M.H 

Kapolres Bukittinggi 

AKBP Wahyuni Sri Lestasi, S.I.K 

 

 

 

 

 

1) Memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi 

korban kejahatan/ kekerasan. Mengungkap kasus kejahatan/ 

kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai 

pelaku. 

2) Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/ lembaga 

terkait dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang 

menjadi korban maupun penegak hukum terhadap perempuan dan 

anak yang menjadi pelaku kejahatn/ kekerasan. 

4. Struktur Organisasi/Jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

 
(Unit PPA) Polres Bukittinggi 

 

PS Kanit III PPA 

Mesa Yulisna 

Regif Rio Dewana 

Wiranda Rian Saputra 

Kanit PPA 

Bripka Dedeng Vikardi, S.H 
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Dalam pembahasan ini, tentunya penulis akan membahas bentuk 

perlindungan hukum serta penulis akan menyampaikan gambaran-gambaran 

data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu dari Unit Pelayanan Perempuan 

dan Anak Polres Bukittinggi. Polisi Resort (Polres) Bertugas sebagai yang 

menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara suatu keamanan dan 

ketertiban ditengah masyarakat. 

Tugas serta wewenang di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres 

Bukittinggi tersebut sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan diutamakan untuk 

perempuan dan anak 

2. Untuk menangani kasus-kasus tindak pidana yang terjadi pada perempuan 

dan anak yang menjadi korban 

Maka dari itu, uraian diatas tentang lokasi penelitian tersebut, dengan 

itu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak 

pidana pembuangan oleh orang tua kandung adalah tindak pidana kekerasan 

yang memiliki dampak yang sangat besar dan buruk terhadap anak, maka 

dnegan itu terdapat pasal 1 ayat (15) huruf A Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 

Untuk melihat bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak 

yang menjadi korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung 

tersebut pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi penulis 
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telah mengambil kasus Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana 

pembuangan oleh orang tua kandung, dimana dalam kasus tersebut terdapat 

melakukan tindak pidana pembuangan yang mengakibatkan korban yaitu 

anaknya sendiri yang masih dibawah umur menjadi korban yang dilakukan 

oleh orang tua kandungnya. 

Berikut merupakan jumlah suatu tindak pidana terhadap anak korban 

pembuangan oleh orang tua kandung yang pernah ditangani oleh Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi berdasarkan data berikut: 

Tindak Pidana Terhadap Anak Korban Pembuangan Oleh Orang Tua 

Kandung 

Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi 
 

NO TAHUN Jumlah Tindak Pidana Terhadap Anak Korban 

Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung 

1 2019 2 

2 2020 1 

3 2021 Tidak ada 

4 2022 Tidak ada 

 
Jumlah 3 

Sumber data : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi 

 

Maka dengan itu dapat diketahui dari table diatas terdapat 4 (empat) 

Tahun terakhir ini mulai dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 kasus 

tindak pidana terhadap anak pembuangan oleh orang tua kandung yang terjadi 

di bukittinggi yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

Polres Bukittinggi yaitu sudah 3 kasus. Dari ketiga kasus tersebut rata-rata 
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umur anak yang dibuang oleh orang tua kandungnya masih di bawah umur 2 

(dua) Tahun yang mana masih membutuhkan perlindungan dan kasih sayang 

dari kedua orang tuanya. 

Oleh sebab itu perlunya perlindungan terhadap anak yang menjadi 

korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung dengan 

sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 59 ayat (1) huruf I Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Terdapat bentuk 

perlindungan anak dengan melakukan atau melalui upaya seperti pihak yag 

menemukan anak tersebut melaporakan kepada pihak kepolisian bahwa telah 

menemukan anak, kemudian dengan menerima laporan tersebut penyidik 

dapat melakukan tindakan penyidikan dan memberikan perlindungan terhadap 

korban tersebut. 

Pada saat itu perlu adanya upaya untuk memberikan perlindungan 

terhadap korban dengan cara memberikan upaya rehabilitas medis, 

pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai saat pemulihan 

korban, dan rehabilitas sosial didalam lembaga dan diluar lembaga. 

Sebagaimana dalam bentuk perlindungan anak yang menjadi korban tindak 

pidana pembuangan oleh orang tua kandung pada Unit Pelayanan Perempuan 

dan Anak Polres Bukittinggi yaitu dengan cara memberikan perlindungan 

seperti 
21

: 

 

 

 

 
21

 Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak 

Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 13.55 WIB) 
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1. Upaya pemberian perlindungan dari identitas melalui media sosial dan 

menghindari dari labelisasi 

2. Memberikan jaminan keselamatan bagi saksi dan korban baik secara fisik, 

mental maupun sosial 

3. Mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di dalam lembaga 

maupun diluar lembaga 

Beberapa tahap-tahap perlindungan yang diberikan oleh Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi terhadap korban sebagai 

berikut
22

 : 

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan 

dari pelaku di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi. 

2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi meyediakan 

petugas pendamping khusus bagi korban baik itu dari wali atau pihak 

lainnya yang terkait. 

3. Pemantauan dan pencatatan mengenai perkembangan anak secara terus- 

menerus melalui upaya rehabilitasi medis di Puskesmas atau Rumah Sakit. 

4. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berkahir. 

5. Setiap anak yang menjadi korban mendapatkan Perlindungan dari 

pemberian identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi. 

6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua 

 

atau keluarganya. 
 

22
 Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak 

Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14.05 WIB) 
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Bentuk perlindungan identitas dari media sosial dan menghindari dari 

labelisasi itu diberikan agar nanti kelak korban saat memasuki jenjang sekolah 

dan dilingkungan masyarakat dapat diterima dengan baik dan tidak dikucilkan 

serta didskriminasi. Upaya rehabilitas medis yang diberikan Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi terhadap korban seperti membawa 

anak tersebut ke rumah sakit Yarsi selama 1 minggu, memberikan ASI 

tambahan, dan melakukan imunisasi terhadap korban.
23

 

Diterangkan bahwa dalam tindak pidana pembuangan oleh orang tua 

kandung yang korbannya merupakan masih seorang anakyang dikategorikan 

masih dibawah umur atau belum berusia 18 (delapan belas) Tahun menurut 

Undang-Undang Nomro 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka hal 

ini diatur dalam pasal 76 huruf f ayat yang diperjelas dalam pasal 76 huruf B 

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa : “Setiap orang 

dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak 

dalam situasi salah dan penelantara Serta perlindungan anak untuk menjamin 

hak-hak anak tersebut agar hidup, tumbuh, berkembang, dan bisa 

berpartisipasi dalam menjalankan sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendaptakan perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi demi terwujudnya anak-anak yang berkualitas, berakhlak mulia 

dan sejahtera bagi bangsa Indonesia”. 

 

 

 

 
 

23
 Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak 

Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14.20 WIB) 
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Hak anak yang mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain : 

1. Hak untuk mendapatkan suatu perlindungan dari perlakuan diskriminasi, 

pembuangan anak, penelantaran, kekejaman kekerasan, serta 

penganiayaan dalam ketidakadilan perlakuan yang salah. 

2. Hak yang dirahasiakan bagi setiap anak yang menjadi korban dan 

perlakuan kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum 

3. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi setiap 

anak yang menjadi korban dalam tindak pidana 

Dengan adanya hak untuk anak tersebut maka perlindungan yang 

diberikan dari tingkat penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

Polres Bukittinggi, pada dasanya membawa sutau dampak positif dalam 

proses peradilan pidana dan membawa dampak rasa keadilan bagi warga atau 

masyarakat khususnya korban kejahatan. 

Ditinjau dari hak lainnya seperti hak anak untuk mendapatkan identitas 

baru tentang korban yang menjadi tindak pidana pembuangan oleh orang tua 

kandung, maka korban mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh 

bantuan hidup sampai batas waktu perlindungan itu berakhir hampir tidak 

pernah diberikan oleh pihak Polres Bukittinggi, dalam hal tersebut masih 

banyak lagi kendala yang dihadapi dari sudut finansial dan keterbatasan 

personil sehingga hak-hak anak ini hampir jarang yang diberikan kepada 

korban dalam tindak pidana. Maka dengan tidak dilakukannya atau 
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diberikannya hak tersebut bisa membuat pelaksanan dalam memberikan 

perlindungan akan hak-hak korban dalam suatu tindak pidana sangat terkesan 

minim. Oleh karena itu akan berdampak buruk bagi masyarakat yang 

dirugikan bahkan memperburuk citra serta menjadi sorotan institusi 

Kepolisian Polres Bukittinggi adalah pihak pertama sebagai gerbang 

penegakan hukum di Kota Bukittinggi. 

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban 

yaitu sebagai berikut 
24

: 

1. Melakukan pemeriksaan terhadap korban didalam ruangan pelayanan 

khusus yaitu ruangan yang aman dan nyaman bagi yang diperuntukkan 

korban tindak pidana korbannya adalah anak 

2. Pemeriksaan terhadap korban yang dilakukan oleh petugas dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh korban. 

 

b. Petugas tidak boleh menggunakan pakaian dinas agar korban tidak 

takut. 

c. Saat korban menangis ketika diperiksa harus membujuk atau 

menghibur korban supaya tenang. 

d. Dalam melakukan pemeriksaan petugas harus bersikap yang dapat 

melindungi serta bersahabat dengan korban. 

e. Memberikan pelayanan tanpa bertindak diskriminatif 
 

 

 

24
 Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak 

Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14.30 WIB) 
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f. Selama melakukan pemeriksaan petugas harus melihat situasi dan 

kondisi fisik serta kejiwaan korban. 

3. Melakukan identifikasi dan pencatatan keadaan korban yang dilakukan 

oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi 

4. Memberikan pelayanan medis untuk kepentingan korban 

 

5. Memberikan konsumsi dan perlengkapan untuk korban selama di 

penampungan sementara yang telah di tentukan oleh Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi 

6. Merahasiakan identitas anak korban dan saksi baik itu dalam pemberitaan 

media cetak maupun media elektronik 

Dalam Melakukan identifikasi dan pencatatan keadaan korban yang 

dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, 

seperti memberikan pemeriksaan fisik dan psikis, memberikan visum et 

repertum atas permintaan atau keterangan polisi, dan memberikan rujukan 

lanjutan sesuai kebutuhan korban. Serta Pelayanan Medis yang diberikan oleh 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi terhadap korban 

sebagai perlindungan awal yaitu memberikan perlindungan lanjutan berupa 

rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis. 

kemudian Unit Pelanyanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi 

memberikan perlindungan terhadap korban berupa merahasiakan identitas 

korban guna di masa depan nanti agar korban tidak di mendapat diskriminasi, 

meliputi : Nama korban, nama orang tua, alamat, wajah, dan lain yang dapat 
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mengungkapkan jati diri anak korban harus dijaga baik itu dari media cetak 

maupun media elektronik. 

Dalam upaya perlindungan anak yang telah diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 

Perlindungan Anak pasal 1 angka 2 merupakan segala kegiatan yang 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, dan 

berkembang, dan beradaptasi secara optimal dengan harkat dan martabatnya 

sendiri. Sebab dalam perlindungan hukum terhadap anak perlu diupayakan 

secara terus-menerus demi terciptanya kesehjateraan oleh anak. 

Disamping itu ada yang bertanggung jawab untuk melakukan dan 

memberikan perlindungan terhadap hukum terhadap korban yang menjadi 

tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung tidak pula pemerintah saja 

yang melindungi atau keluarga namun untuk masyarakat yang luas juga. 

Dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Bukittinggi 

terhadap korban tindak pidana khusunya anak yang menjadi korban 

pembuangan oleh orang tua kandung sebagai berikut
25

 : 

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi bekerja sama 

dengan lembaga Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) yang berlokasi di JL.Adiyaksa, Belakang Balok, kecamatan 

Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, yang beranggotakan dari Polisi, 

Rohaniwan dan Dinas Kesehatan (Dinkes) 

 
25

 Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak 

Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14.50 WIB) 
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2. Bekerjasam dengan Pekerja Sosial (Peksos) dalam tentang Psikologi 

dalam pemenuhan dan pemulihan mental korban 

3. Bekerjasama dengan instansi seperti Dinas Sosial (Dinsos) dalam 

menyediakan rumah aman bagi korban. 

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat 

antara lain : ialah pengembangan, kebenaran, keadilan, dan kesehjateraan 

anak. Sebagai korban bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental 

dalam memperoleh perlakuan dari aparat penegak hukum dan instansi terkait 

untuk mengoptimalsiasikan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan 

tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu 

jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan 

terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Mengkaji tentang 

Hak Asasi Manusia (termasuk didalamnya adanya hak-hak anak) keberlakuan 

bersifat universal bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai 

manusia, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya yang wajib 

diperlakukan dengan cara tertentuyang tepat. 

Bahwa Hak Asasi Manusia menyangkut segala aspek kehidupan 

manusia yang merupakan pencerminan hakekat manusia sebagai pribadi, 

anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan mendapat 

jaminan perlindungan hukum. Jadi apabila hak-hak dasar manusia termasuk 

hak-hak yang dimiliki anak tersebut dilanggar maka yang terjadi adalah 

masyarakat akan menjadi kurang baik atau dapat dikatakan bahwa penguasa 

tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa juga dikatakan sebagai 
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penegakan hukum di Indonesia sendiri apa yang ada di terori tidak sesuai 

dengan praktek dilapangan. 

Jadi berdasarkan dari uraian penelitian diatas dapat diketahui pada 

pelaksaan hak-hak korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung 

pada Polres Bukittinggi ada beberapa belum yang terlaksana secara baik dan 

dimana yang ditetapkan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu agar anak tersebut mendapat 

perlindungan dan hak-haknya sebagai anak juga dilindungi yaitu hak untuk 

hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusian, serta perlindungan hukum diberikan agar 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan Pasal 90 ayat (1) 

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yaitu 

Jaminan keselematan fisik, mental, dan sosial anak belum diberikan oleh Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi. 
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B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan 

Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua 

Kandung Serta Upaya Yang Dilakukan Oleh Unit Pelayanan Perempuan 

Dan Anak Polres Bukittinggi 

1. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban 

Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung 

Pada dasarnya korban kejahatan ialah terjadinya penderitaan dalam 

satu tindak pidana sehingga harus diperhatikan apa saja kebutuhan yang 

disebabkan atas tindak pidana itu dan kendala yang dihadapai Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi terkhususnya tentang 

memberikan perlindungan hukum pada saat pemeriksaan terhadap anak 

yang menjadi korban tindak pidana tersebut. 

Tentunya dalam hal tersebut, adanya kendala internal dan eksternal 

yang terjadi pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi 

dalam memberikan perlindungan terhadap korban terkait kasus 

pembuangan oleh orang tua kandung tersebut yaitu : 

a. Kendala Internal yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak Polres Bukittinggi. Ada beberapa kendala internal yang dihadapi 

oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam 

memberikan perlindungan terhadap korban yaitu 
26

: 

 

 

 
 

26
 Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak 

Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 15.05 WIB) 
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1) Kendala internal pertama adalah dimana sudah dibuatkannya 

bangunan baru untuk ruangan pemeriksaan seperti rumah yang 

dipisahkan ruangannya untuk menjadi aman bagi pihak yang akan 

diperiksa dan diberikan perlindungan di ruangan tersebut, akan 

tetapi ruangan itu tidak berjalan efesien dalam proses pemeriksaan 

korban dan saksi karena ruangan tersebut tidak dibedakan secara 

baik hanya pembatas pintu saja yang memisahkannya ruangan 

tersebut membuat tidak berjalan sesuai Undang-Undang yang 

mengaturnya. 

2) Kendala internal kedua yaitu kurangnya personil Polisi wanita 

(Polwan) pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres 

Bukittinggi sebab tidak hanya anak saja yang akan ditangani oleh 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi tetapi juga 

perempuan baik itu yang sudah dewasa ataupun masih anak 

dibawah umur. 

b. Kendala Eksternalnya yang dihadapi oleh Unit Pelayana Perempuan 

dan Anak Polres Bukittinggi 

Ada beberapa kendala eksternal yang dihadapi oleh Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam memberikan 

perlindungan terhadap korban yaitu : 

1) Belum adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

di Polres Bukittinggi, karena tidak adanya lembaga tersebut 

mengakibatkan perlindungan korban tidak berjalan secara optimal, 
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sehingga perlindungan yang diberikan oleh pihak Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi menggunakan dan 

memanfaatkan fasilitas yang tersedia saja seperti di tempatkan 

dalam ruangan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

Polres Bukittinggi sat ini. LPSK dan perlindungan hukum 

berhubungan sebab suatu pelayanan yang snagat wajib diberikan 

oleh pemerintah dan bisa memberikan rasa aman kepada setiap 

warga. Bahkan dalam pentingnya perlindungan hukum inilah dapat 

menjadi salah satu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang tersebut 

lembaga harus bertanggung jawab dalam meberikan perlindungan 

dan bantuan pada saksi dan korban yang dinamakan Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 

2) Dari pihak keluarga yang tidak tahu akan mengenai hal ini dan 

masyarakat yang menemukan tidak tahu bagaimana cara 

melaporkan disebabkan kurang taunya bagaimana cara melaporkan 

ke pihak Polres Bukittinggi 

3) Dalam kasus ini terkait Perlindungan terhadap anak korban tindak 

pidana pembuangan oleh orang tua kandung, saat ditemukannya 

anak tersebut saksi yang melihat kejadian tersebut tidak jelas, 

kemudian pelaku sekaligus orang yang menemukan anak tersebut 

yang berpura-pura menemukannya berdalih ingin mengadopsi anak 
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anak tersebut yang membuat penyidik bingung dan curiga terhadap 

orang tersebut. Dalam Undang-Undang telah menyebutkan 

khususnya bagi anak yang menjadi korban tindak pidana 

pembuangan oleh orang tua kandung disediakan tempat yang aman 

sebagai tempat pemulihan kondisi fisik dan psikis anak. Namun 

orang tua saja memperlakukan anaknya seperti itu dan sampai 

sekarang belum diketahui dimana rumah yang dapat dijadikan 

tempat pulang ternyaman dan aman.
27

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, peneliti 

menganalisis bahwa tampak beberapa Kendala dan kelemahan yang cukup 

dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai : 

1. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan 

fungsi baik dalam memberikan perlindungan terhadap korban. 

2. Keterbatasan personil yang berimplikasi pada kualitas dalam 

pemberian layanan perlindungan terhadap saksi maupun korban. 

3. Tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebab lembaga 

tersebut merupakan lembaga yang sangat penting baik itu bagi korban 

maupun saksi. 

4. Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian perlindungan 

yang masih kurang dalam memberikan perlindungan terhadap korban. 

 
 

27
 Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak 

Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 15.20 WIB) 
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Selain kendala diatas juga ada beberapa kendala yang dialami oleh 

instansi terkait yang memberikan perlindungan terhadap korban yaitu 

korban di titipkan ke salah satu panti asuhan di Bukittinggi namun saat 

mau dititipkan di panti asuhan tersebut terkendala sebab panti asuhan itu 

sudah penuh dan kendala lainnya adalah mengenai biaya terkait selama 

anak diberikan perlindungan seperti dalam memberikan upaya rehabilitasi 

medis yang membutuhkan biaya tidak sedikit dan biaya keperluan korban 

lainnya selama diberikannya perlindungan. 

Jadi berdasarkan dari uraian penelitian diatas, bentuk perlindungan 

yang diberikan oleh lembaga atau instansi terkait mengalami beberapa 

kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban, maka dari itu 

perlu perhatian khusus dari Pemerintah dan Negara demi terwujudnya 

kesehjateraan anak sesuai yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesehjateraan Anak. 
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2. Upaya yang Dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres 

Bukittinggi dalam memberikan Perlindungan Terhadap Anak 

Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung 

Terjadinya tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung 

mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap korban terlebih 

dahulu dilakukan upaya pencegahan, tujuan untuk melakukan pencegahan 

terhadap anak supaya mengurangi tindak pidana pembuangan yang 

dilakukan oleh orang tua kandung dan usaha untuk melindungi anak 

sebagai korban. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari 

gangguan-gangguan yang tidak sewajarnya, maka dengan itu penegak 

ghukum, keluarga serta masyarakat saling bekerjasama dalam mengatasi 

peningkatan tindak pidana pembuangan yang dilakukan oleh orang tua 

kandung dan diharapkan tidak ada lagi korban seperti ini lagi selajutnya. 

Beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam memberikan 

perlindungan terhadap korban sebagai berikut
28

 : 

a. Memberikan perlindungan hukum semaksimal mungkin terhadap anak 

dan menggunakan fasilitas yang tersedia 

b. Meningkatkan keamanan dilingkungan masyarakat serta saling 

membantu untuk dilingkungan sekitar supaya tidak ada lagi terjadinya 

kekerasan yang dialami oleh anak 

 
28

 Wawancara dengan Briptu Mesa Yulisna, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 10.40 WIB) 
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c. Setiap daerah atau tempat-tempat yang menimbulkan kriminalitas 

supaya memberikan peningkatan aturan yang tegas agar tidak terjadi 

kekerasan khususnya terhadap anak yang menjadi korbannya. 

d. Dalam keluarga harus meningkatkan hubungan orang tua dan anak 

agar bisa memberi perhatian, nasehat, dan bimbingan untuk tidak ada 

lagi tindak pidana yang mana anak menjadi korbannya. 

e. Partisipasi dari tokoh-tokoh masyarakat agama dan msyarakat 

sekitarnya dengan itu bisa membimbing, mengubah pola pikir, dan 

pola ajar agar tidak melakukan perbuatan yang yang dapat dipidana 

serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga sendiri untuk 

tidak lagi melakukan kejahatan terhadap anak. 

Dengan usaha mencegah terjadinya anak yang menjadi korban 

tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung bentuk usaha 

pencegahan atas perbuatan yang tidak pada semestinya itu dilakukan oleh 

orang tuanya. Maka dalam hal ini proses pencegahan tersebut berperan 

penting untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban, sebab dapat 

menganggu tumbuh dan kembang anak kelak. 

Langkah-langkah yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak Polres Bukittinggi dalam penanggulangan yang menjadikan acuan 

untuk masyarakat beserta pemerintah dan aparat penegak hukum serta cara 

menangulangi tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung yaitu : 

a. Aparat kepolisian sebagai pelindung, mengayomi, serta memberikan 

pelayanan khususya dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 
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Polres Bukittinggi, sebab harus sangat teliti dalam mencari alat bukti 

seperti luka lebam yang disebabkan, hasil visum, dan keteranagan 

saksi-saksi agar pelaku tindak pidna bis disangkakan, karena sering 

terjadi kasus pembuangan anak tersebut sering di bebaskan karena 

tidak cukup alat bukti yang bisa dikuatkan bagi tersangka. 

b. Dalam media sosial dapat membantu proses penanggulangan terjadi 

suatu tindak pidana pembuangan anak dengan cara mengadakan atau 

membuat berita atau kasus pembuangan anak akan tetapi identitas 

anak dirahasiakan sehingga ruang pergerakan pelaku menjadi sempit 

dan pihak kepolisian akan lebih mudah menagkap pelakunya. Dengan 

hal itu aparat penagak hukum bekerjasama dengan pihak media supaya 

angka tindak pidana pembuangan anak dengancara membuat informasi 

dan menayangkan ancaman hukumannya atau dengan penyuluhan 

hukum bahaya akan tindak pidana tersebut yakni 
29

: 

1) Media digital seperti : Televisi, Radio, Internet, dan sebagianya . 

 

2) Media Cetak spserti : Koran, Majalah, Poster, dan Menempelkan 

spanduk di tempat umum dan sebagianya. 

c. Melakukan sosialiasi ke tempat-tempat yang dianggap memilki 

pengaruh besar seperti  di tempat umum, sekolah, perkantoran, dan 

wilayah yang tidak terjangkau oleh akses informasi baik itu dari media 

sosial maupun media cetak. 

 

 
 

29
 Wawancara dengan Briptu Mesa Yulisna, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 11.00 WIB) 
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d. Adanya suatu dukungan oleh masyarakat dalam pengungkapan kasus- 

kasus pembuangan anak yang berada disekitar lingkungan masyarakat 

dan bisa pihak dalam masyarakat mengetahui telah terjadi 

pembuangan anak, kemudian masyarakat melaporkan ke aparat 

penegak hukum atau kantor wilayah hukum disekitar lingkungan 

masyarakat setempat. 

e. Perlunya lembaga-lembaga yang bergerak dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak dapat dilakukan upaya penanggulangan 

klau terjadi terhadap anak yaitu mengutamakan hak seorang anak 

seperti perlindungan terhadap anak yang menjadi korban, sebab anak 

masih kecil dan butuh perlindungan orang dewasa. 

Selain upaya diatas, berdasarkan wawancara peneliti dengan 

narasumber, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terkait 

pembuangan anak sebagai berikut 
30

: 

a. Memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat terkait 

akibat-akibat hukum yang dapat timbul apabila melakukan kejahatan, 

terutama kejahatan pembuangan anak. 

b. Memberikan pemahaman tentang perilaku negatif kejahatan 

pembuangan anak dari sudut pandang keagamaan, disini peran tokoh 

agama sangat berperan vital untuk menasehati semua individu agar 

tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang bisa berujung kepada 

dilakukannya perbuatan kejahatan pembuangan anak. 
 

30
 Wawancara dengan Briptu Mesa Yulisna, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 11.17 WIB) 
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c. Menjelaskan tentang adanya sanksi pidana yang dapat timbul jika 

melakukan suatu kejahatan, masyarakat memiliki sanksi sosial 

tersendiri diluar sanksi hukum yang berlaku. Sanksi sosial tersebut 

tidak hanya menghukum kepada pelakunya tetapi juga berimbas 

terhadap kelauraganya yang di asingkan dalam kehidupan 

bermaysrakat. Menjelaskan sanksi khusus yang diatur pada Pasal 77B 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, secara 

khusus bentuk-bentuk perlindungan yang wajib didapatkan oleh anak- 

anak bahkan termasuk anak yang baru dilahirkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, peneliti 

menganalisis bahwa kebijakan upaya penanggulangan yang ada sudah 

cukup baik. Upaya-upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan adanya 

kerjasama dengan beberapa pihak Instansi terkait. Masyarakat diajak 

untuk dapat berperan secara aktif melakukan pengawasan, pencegahan, 

penangkalan, dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Penanggulangan 

kejahatan pembuangan anak ini dapat diupayakan dari peran aktif orang 

tua untuk selalu mengajarkan dan membimbing anaknya untuk menjauhi 

perilaku tercela dengan lebih menekankan pada pengetahuan agama. 

Agama memiliki ajaran-ajaran yang mampu mengendalikan tingkah laku, 

dalam kehidupan sosial maysrakat berperan memberikan nasuhat untuk 

senantiasa memaknai nilai-nilai moral yang ada dan berkembang di tengah 

masyarakat. 
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Perlu adanya upaya lain selain kebijakan penanggulangan melalui 

jalur seperti penyantunan, pendidikan sosial dalam rangka 

mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat dan sebagainya. 

Pembuangan merupakan hal yang lama ditengah masyarakat terlebih lagi 

kejahatan pembuangan sudah sering kali terdengar di masyarakat atau di 

media sosial. Namun hukum yang diberikan pada pelaku kejahatan 

pembuangan tersebut sering sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan 

dan perlindungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga atau instansi– 

instansi terkait pun belum semuanya terpenuhi bagi korban. 

Apabila seluruh lapisan masyarakat, aparat penegak hukum, dan 

pemerintah telah mengupayakan untuk pencegahan terjadinya suatu tindak 

pidana pembuangan anak dengan cara menggunakan pencegahan dan 

apabila dengan hal itu tersebut tidak berjalan dengan yang diaharapakan 

maka dilakukan dengan cara penanggulangan untuk menyelesaikan dan 

memutus apa yang terjadi dalam suatu kasus pembuangan anak yang 

dilakukan oleh orang tua kandungnya. 

Jadi berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, apabila langkah- 

langkah itu terlaksana maka berguna untuk memberikan perlindungan 

terhadap korban dan selanjutnya digunakan penanggulangan terhadap 

anak korban pembuangan oleh orang tua kandung sebagaimana yang telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa : 

 
1. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan Unit Pelayanan Perempuan 

dan Anak Polres Bukittinggi terhadap anak yang menjadi korban tindak 

pidana pembuangan oleh orang tua kandung seperti rehabilitasi medis 

seperti : dilakukannya pemeliharaan dan merawat korban, pemenuhan 

kebutuhan gizi, pemberian susu tambahan, melakukan imunisasi secara 

rutin, dan cek berat badan dan panjang badan. Rehabilitasi sosial seperti : 

merahasiakan identitas korban dan labelisasi baik itu dari media cetak 

maupun media elektronik, diberikannya tempat penampungan sementara 

bagi korban, dan memberikan konsumsi dan perlengkapan sesuai 

kebutuhan korban, pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai 

pemulihan, dan pemberian perlindungan hukum. 

2. Kendala yang diahadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres 

Bukittinggi dalam kasus perlindungan terhadap anak korban tindak pidana 

pembuangan oleh orang tua kandung terdapat beberapa hal seperti 

Kendala internalnya yaitu terbatasnya personil wanita yang akan 

menangani kasus baik itu terhadap anak maupun perempuan, sedangkan 

kendala eksternalnya yaitu tidak adanya lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK) di baik itu di daerah provinsi maupun kabupaten/kota. 
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Jadi berdasarkan dari uraian penelitian diatas dapat diketahui pada 

pelaksaan hak-hak korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua 

kandung pada Polres Bukittinggi ada beberapa belum yang terlaksana 

secara baik dan mengalami beberapa kendala dimana yang ditetapkan oleh 

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan 

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban, Pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak yaitu Jaminan keselematan fisik, mental, dan sosial 

anak belum diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres 

Bukittinggi. 

B. Saran 

 

1. Supaya tercipta dan kelancaran dalam proses memberikan 

perlindungan terhadap korban diperlukannya kerjasama dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pihak Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi melakukan penambahan 

personil polisi wanita (Polwan) di Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak Polres Bukittinggi. 

2. Demi kelancaran dan proses perlindungan maka harus ada Lembaga 

yang dibuat oleh Pemerintah yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK) baik itu di daerah provinsi maupun kabupaten/kota 

agar terwujudnya hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur didalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
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